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ABSTRAK 

Tesis ini mengkaji tentang jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada 

Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, 

Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Jaminan pada 

pembiayaan musyarakah merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dalam 

fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, pada prinsipnya 

dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun, untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. 

Seharusnya dalam pembiayaan musyarakah tidak membutuhkan jaminan karena 

pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah 

untuk melakukan usaha berdasarkan atas kepercayaan. Bank konvensional juga 

mewajibkan jaminan namun, tentu fungsi jaminan dalam bank syariah berbeda 

karena bank syariah dalam menjalankan operasionalnya didasarkan hukum Islam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi jaminan dalam 

pembiayaan musyarakah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan 

dalam pembiayaan musyarakah di BSI KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang 

Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Metode penelitian menggunakan metode lapangan (field research) dengan 

pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan 

metode wawancara dan kuesioner. Penelitian ini akan difokuskan pada fungsi 

jaminan dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan 

musyarakah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi jaminan dalam pembiayaan 

musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh 

merupakan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk 

menghindari terjadinya kerugian atau penyimpangan. Penyertaan jaminan 

membuktikan nasabah dapat dipercaya dan menunjukkan tanggung jawab nasabah 

melakukan usahannya dengan sungguh-sungguh. Menurut tinjauan hukum Islam 

jaminan dalam pembiayaan musyarakah diperbolehkan karena bertujuan untuk 

menjaga kepercayaan bagi setiap pihak yang bersangkutan.  

Kata Kunci : Jaminan, Pembiayaan Musyarakah, Hukum Islam 
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ABSTRACT 

 This thesis examines guarantees in musharakah financing at Bank Syariah 

Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Bukit District, Bener 

Meriah Regency, Aceh Province. Guarantees on musharakah financing are very 

important. As in fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 on musharakah financing, in 

principle in musharakah financing there is no guarantee, however, to avoid 

deviations Islamic Financial Institutions can ask for guarantees. Musharakah 

financing should not require guarantees because musharakah financing is a form of 

cooperation between banks and customers to do business based on trust. 

Conventional banks also require guarantees, however, of course, the function of 

guarantees in Islamic banks is different because Islamic banks in carrying out their 

operations are based on Islamic law. The formulation of the problem in this study 

is how the function of guarantees in musharakah financing and how Islamic law 

reviews guarantees in musharakah financing at BSI KCP Bener Meriah Pondok 

Baru 2 Simpang Tiga, Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province. 

 This type of research is qualitative research with a case study approach. The 

research method uses field research with an empirical juridical approach. The 

method of collecting constituent data uses the method of interviews and 

questionnaires. This research will focus on the function of guarantees and islamic 

law review of guarantees in musharakah financing. 

 The results showed that the collateral function in musharakah financing at 

Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Bukit 

District, Bener Meriah Regency, Aceh Province is a principle of bank prudence 

based on applicable regulations, to avoid losses or deviations. The inclusion of the 

guarantee proves that the customer can be trusted and shows the customer's 

responsibility to do his business seriously. According to the review of Islamic law, 

guarantees in the financing of musharakah are allowed because they aim to maintain 

trust for each party concerned. 

Keywords : Guarantee, Musharakah Financing, Islamic Law 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge غ

 fâ’ F Ef ف



 
 

x 

 

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap  

 

لََنَزَّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهِِنَّ

 

C. Ta’ Marbūţah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis Ḥikmah حكِمٌَةْ

 Ditulis ‘illah علَِّة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءَْرَامَةْالأََوْلِيَاكَ  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 
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3. Bila ta’ marbuţah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكََاةْاَلفِْطرِ

 

D. Vokal Pendek 

 

 Fatḥah Ditulis A ا َ

 Kasrah Ditulis I اِ

 Ḍammah Ditulis U ا َ

 

E. Vokal Panjang 

 

1 
Fatḥah + alif  

 فَلاَ

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fatḥah + ya’ mati 

 تنَْسَى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفَْصيِْلَ

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafṣhîl 

4 
Ḍammah + wawu mati 

 أصُُوْلُ

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

 

1 
Fatḥah +  ya’ mati 

 اَلزُّهيَْلِيْ

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatḥah + wawu mati 

 اَلدَّوْلَةْ

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 Ditulis A’antum أأَنَْتُمْ

 Ditulis U’iddat أعُِدتَّْ

 Ditulis La’in syakartum لَئِنْشكََرْتُمْ

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

نْآالَْقُرْ  Ditulis Al-Qur’ân 

 Ditulis Al-Qiyâs الَقِْيَاسْ

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ اَلسمََّاءُ

 Ditulis Asy-Syams اَلشمَّْشُ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذَوِياَْلْفُرُوْضْ

 Ditulis Ahl as-sunnah أَهلُْاًلسنَُّّةْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik 

keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi syariah dan reksadana 

syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Dengan 

berkembangannya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti 

telah terbentuk dual system ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan 

ekonomi syariah.1 Perbankan syariah adalah suatu lembaga intermediary dan dapat 

menjalankan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU perbankan 

syariah yang berbunyi:2 

1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat 

2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga 

baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sadekah, hibah 

atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat 

3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf 

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf (wakif) 

 Bank syariah juga memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan 

                                                           
1 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 

hlm. 10 

 
2 Ibid, hlm. 14. 



2 

 

 
 

dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun 

kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi 

hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.3 

Oleh karena itu, perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis untuk turut menggerakan sektor rill dalam rangka meningkatkan laju 

perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Karena perbankan syariah 

merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang menjadi salah satu tulang 

punggung pengembangan ekonomi nasional khususnya ekonomi syariah.4 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah.5 Prinsip syariah menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 

21 tahun 2008 adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah. Lembaga yang dimaksud 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).6 

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, 

ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat kesektor riil 

dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) 

yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil 

                                                           
3 Ismail, Perbankan Syariah, edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 25. 

 
4 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 14. 

 
5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka (7). 

 
6 Muhammad Wahyu, “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Musyarakah 

Mutanaqishah dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah,” Aktualita, Vol.1, No, 2 (Desember 2018), 

hlm. 418. 
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(mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) 

kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, 

salam dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik).7 

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana 

menjalankan usahanya yang sistem dan aplikasinya tidak bertentangan dengan 

syariah Islam standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan 

dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.8 

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah 

Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 adalah pembiayaan musyarakah yang 

merupakan produk pembiayaan usaha produktif. Menurut fatwa DSN-MUI 

pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.9 Kontribusi dana yang ada harus 

digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga 

tidak boleh digunakan untuk kepentingan privasi atau dipinjamkan pada pihak lain 

tanpa sepengetahuan mitra lainnya.10  

                                                           

7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 

123. 

8 Muhammad Wandisyah R hutagalung, Analisis Pembiayaan Bank Syariah, ed.1, cet.1 

(Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 23. 

9 Fatwa Dewan Syariah No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 

pasal a.  

10 Ibrahim Salim, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank 

Muamalat Cabang Surabaya Sungkono,” Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2015), hlm. 

6. 
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Manfaat yang timbul dari adanya akad pembiayaan musyarakah yaitu 

pertama, menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil dan kedua fasilitas 

yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel 

(bulanan atau sekaligus dari akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan 

perhitungan revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya 

berdasarkan pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum 

dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).11 Keunggulan dari 

pembiayaan musyarakah terlihat dari pembiayaan yang dibiayai oleh kedua belah 

pihak yaitu bank dan nasabah. Jadi apabila terjadi kerugian maka pihak bank dan 

nasabah menanggung kerugian tersebut. 

Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang terjadi bank menetapkan syarat 

sebelum memberikan pembiayaan musyarakah berupa jaminan yang harus 

disediakan pihak nasabah. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang 

pemberian pembiayaan, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas 

kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan 

agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.12 

                                                           
11 Mahmudatus Sa’diyah, “Musyarakah dalam Fikih Dan Perbankan Syariah,” Equilibrum, 

Vol.2, No.2 (Desember 2014), hlm. 312. 

 
12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (ttp: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), hlm. 73. 
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Jaminan dalam konteks perjanjian pembiayaan merupakan pembiayaan 

yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa nasabah dengan bisnisnya 

mampu melunasi pembiayaan. Agunan berupa jaminan pokok maupun jaminan 

tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika dikemudian hari 

tidak melunasi kewajibannya. Nasabah menjanjikan akan menyerahkan sejumlah 

hartanya untuk pelunasan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran 

kewajiban.13 

Menyertakan jaminan pada pembiayaan musyarakah merupakan hal yang 

sangat penting. Sebagaimana dalam fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan musyarakah, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan 

Syariah dapat meminta jaminan. Jadi nasabah yang tidak mampu melunasi 

kewajibannya karena kelalaian atau wanprestasi maka dilakukan eksekusi terhadap 

jaminan.  

Benda yang dijadikan jaminan yaitu berupa benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Namun, jaminan pembiayaan musyarakah yang dibebankan kepada 

nasabah dinilai tidak mencerminkan prinsip kepercayaan. Karena bank 

konvensional juga dalam pemberian pembiayaan atau kredit menerapkan jaminan 

untuk meminimalisir penyimpangan. Jaminan di bank syariah menjadi hal yang 

mutlak ada sehingga nasabah harus menyedikannya.  

                                                           
13 Ahmad Musadad, Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, cet. 1, 

Ed. Ke-2 (ttp: CV Literasi Nusantara Abadi), hlm. 26. 
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Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan rahn merupakan suatu akad 

utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut 

pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh 

mengambil utang.14 Sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan jaminan dalam 

pembiayaan musyarakah yaitu kerja sama para pihak memberikan modal untuk 

suatu usaha, serta keuntungan dibagi bersama dan kerugian dibagi berdasarkan 

penyertaan modal masing-masing dan bukan transaksi hutang piutang. Oleh karena 

itu perlunya mengkaji fungsi dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pada bank 

syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Maka judul penelitian ini adalah 

Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener 

Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, 

Provinsi Aceh. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah 

Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan 

musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 

2? 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada 

Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. 

                                                           
14 Amirullah, Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet. 1 (ttp: Madza Media, 2022), hlm. 82. 
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2. Untuk mengkritisi terhadap jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada 

Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pengembangan keilmuan 

utamanya bidang fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank 

Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan kepada pihak Bank menerapkan jaminan pada 

pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah 

Pondok Baru 2 dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian Muhammad Maulana menggunakan pendekatan normatif dan 

empiris. Data diperoleh dari studi pustaka (library research). Jaminan menjadi 

salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan 

pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya 

untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama. 

Meskipun jaminan pada akad mudharabah dan musyarakah tidak dikenal dalam 

kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak bank 

bukan dana milik sendiri melainkan dana pihak ketiga sebagai nasabah kreditur 

bank syariah. Jaminan penting sebagai pegangan untuk mengurangi risiko dan 

mewujudkan maslahat bersama antara nasabah kreditur.15 

                                                           
15 Muhammad Maulana, “Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia 

(Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah),” Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 

14, No. 1 (Agustus 2014), hlm. 91. 
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Penelitian Aufa Islami menggunakan pendekatan normatif, data diperoleh 

melalui penelusuran pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya 

tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah 

kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya moral hazard (bahaya moral) 

yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan 

syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas 

akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya. Tetapi harus diingat 

bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus 

dimana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cidera 

janji yang dilakukan oleh nasabah.16 

Penelitian Danang Wahyu Muhammad menyimpulkan bahwa kedudukan 

jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah bukan untuk menjamin kembalinya 

modal pihak syarik jika terjadi risiko usaha yang menyebabkan kerugian. Jaminan 

itu hanya berkedudukan sebagai penjamin bagi pihak syarik (bank syariah) bahwa 

syarik yang lain (mitra) akan melakukan kegiatan usaha dengan sungguh-sungguh 

dan mematuhi isi akad dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah serta 

ketentuan fikih muamalah pada umumnya.17 

                                                           
16 Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan 

Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 1 (April 

2021), hlm. 1. 

17 Danang Wahyu Muhammad, “Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan 

Musyarakah pada Bank Syariah,” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 33, No. 3 (2014), hlm. 285. 
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Ifa latifa Fitriani dalam penelitiannya menyimpulkan jaminan dan agunan 

dalam bank konvensional muncul dikarenakan adanya hubungan kreditur debitur. 

Hubungan ini berimplikasi pada kewajiban hukum adanya jaminan dan hukum 

berdasarkan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang perdata pada setiap 

transaksi kredit. Sedangkan perbankan syariah melihat konsep jaminan dan agunan 

dari konsep rahn dan kafalah, meskipun dalam realitasnya praktik jaminan dan 

agunan bank syariah masih juga menggunakan norma hukum jaminan yang 

digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum 

barat.18 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu masalah 

jaminan. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan sebelumnya cangkupan 

permasalahan yang diteliti berbeda. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain 

adalah perbedaan tempat atau objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bank 

Syariah Indonesia KCP Bener Mariah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan 

Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. 

F.  Kerangka Teori 

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari 

ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur’an dan sunah atau hadis. Secara sederhana hukum 

dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma 

                                                           
18 Ifa Latifa Fitriani, Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit 

Bank Konvensional, “ Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1 (Januari-Maret 2017), hlm. 134 
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itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah 

ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.19 

Bank menggunakan istilah agunan untuk mengartikan suatu jaminan. 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah “Agunan 

adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, 

guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.20  

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi 

kepastian kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang 

diberikan kreditur. Sehingga dalam pengertiannya bahwa barang jaminan setiap 

waktu dapat untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah duangkan untuk 

melunasi hutang debitur.21 

Meskipun jaminan yang diterapkan bank syariah sama dengan bank 

konvensional, namun kedudukan jaminan berbeda antara bank konvensional 

dengan bank syariah, kedudukan jaminan dalam bank syariah bukanlah sentral 

dalam pemberian pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah adanya jaminan dalam perbankan 

                                                           
19 R. Saija dan Iqbal, Dinamika Hukum Islam Indonesia, ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), hlm. 1. 

 
20 Undang-Undang Republik Indonesia, No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

Pasal 1 ayat 26. 

 
21 Prihati Yuniarti dan Dewi Nurul Musjtari, Hukum Jaminan dalam Aspek Perbankan 

Syariah (Yogyakarta: UMY Press, 2009), hlm. 177. 

 



11 

 

 
 

syariah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwasanya para 

mitra pembiayaan akan menggunakan dana berdasarkan perjanjian diawal.22 

Lembaga keuangan syariah menyebutkan, hakikatnya fatwa DSN-MUI 

merupakan ijtihad Ulama Kontemporer tentang pembiayaan musyarakah yang 

menjadi pedoman bagi bank syariah di Indonesia. Menurut fatwa DSN-MUI 

tersebut menjelaskan bahwa memang tidak ada jaminan dalam pembiayaan 

musyarakah, namun jaminan dapat diadakan guna menghindari terjadinya 

penyimpangan dari pihak mitra atas dana yang diberikan oleh pihak bank.23 

Musyarakah merupakan salah satu jenis akad yang diterapkan oleh 

perbankan syariah.24 Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa akad 

kerjasama antara bank dan nasabah menyatukan modal masing-masing pihak untuk 

memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan 

dengan ketentuan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Keuntungan 

dibagi berdasarkan kesepakatan sementara kerugian ditanggung hanya sebesar 

porsi modal masing-masing.25 

Perjanjian dengan akad musyarakah harus memenuhi rukun sebagai 

berikut:26 

                                                           
22 Ibid, hlm. 179.  

 
23 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), hlm. 94. 

 
24Standar Produk Buku 1: Musyarakah Buku 2: Musyarakah Mutanaqishah, 

https://www.ojk.go.id  diakses 18 Juli 2022, hlm. 14. 

 
25 Ibid, hlm. 21. 

 
26 Ibid, hlm. 21. 

https://www.ojk.go.id/
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1. Pihak yang berakad, bank dan nasabah dimana keduanya sebagai pemilik 

modal sedangkan nasabah selain pemilik modal juga sebagai pelaksana 

(musyarik) 

2. Modal, setiap anggota menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli 

suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu 

3. Obyek akad, boleh berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan 

keuntungan bagi para anggota 

4. Ijab qabul, pernyataan penawaran dan penerimaan yang diungkapkan para 

pihak terkait, untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam 

mengadakan akad 

5. Nisbah bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para 

mitra dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap 

G. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Dalam hal ini akan 

difokuskan pada fungsi jaminan serta tinjauan hukum Islam terhadap jaminan 

dalam pembiayaan musyarakah.  

2. Pendekatan Penelitian  

Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang 

ada dalam praktik dilapangan. Penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian 

fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah serta pandangan hukum Islam 
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tentang jaminan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2 

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. 

3. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara. Yaitu akan 

dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. 

4. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner. 

Wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara tersusun agar fokus pada tujuan 

penelitian. Narasumber dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten 

dan dapat representatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan, antara lain 

pimpinan atau manajer, karyawan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah 

Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. Kuesioner adalah daftar pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis berkaitan dengan jaminan dalam pembiayaan 

musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. 

Kuesioner dibagikan kepada karyawan SME yang menangani pembiayaan 

khususnya pembiayaan musyarakah. 

5. Teknik Analisis Data 
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Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis kualitatif.27 Data 

yang terkumpul dari hasil penelitian, dianalisis kemudian data berupa pembiayaan 

musyarakah dan jaminan diinterprestasikan dan selanjutnya diambil kesimpulan.  

H.   Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab 

masalah yaitu konsep umum tentang hukum Islam, jaminan serta definisi 

pembiayaan Musyarakah, landasan hukum, rukun dan syarat. 

Bab ketiga berisi gambaran umum Bank Syariah Indonesia serta 

pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan fungsi jaminan dalam pembiayaan 

musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Pondok Baru 2. 

Bab keempat adalah analisis data yaitu mencakup pembahasan tentang 

penyajian dari hasil penelitian berupa fungsi jaminan serta menganalisis jaminan 

dalam pembiayaan musyarakah menurut tinjauan hukum Islam. 

Bab kelima merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis 

terhadap permasalahan yaitu fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah serta 

tinjauan hukum Islam terhadap jaminan di Bank Syariah Indonesia KCP Bener 

                                                           
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 208. 
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Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, 

Provinsi Aceh. Dan saran guna meningkatkan pemahaman masalah jaminan 

berdasarkan hukum Islam pada lembaga keuangan syariah.
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    BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Fungsi menyertakan jaminan merupakan bentuk aplikasi dari prinsip kehati-

hatian Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan musyarakah yang 

merupakan kerjasama berdasarkan kepercayaan, namun kepercayaan tidak 

cukup hanya dengan kata-kata. Oleh karena itu adanya jaminan membuktikan 

nasabah dapat dipercaya dan menunjukkan tanggung jawab nasabah melakukan 

usahannya dengan sungguh-sungguh. 

2. Berdasarkan tinjauan prinsip hukum Islam membukitkan jaminan dalam 

pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah 

Pondok Baru 2, mematuhi prinsip hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari 

penetapan jaminan hanya sebagai bukti yang menunjukkan kesungguhan 

nasabah untuk mengembalikan modal bank serta menghindari penyimpangan-

penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi.  
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B. SARAN 

1. Untuk menyelesaikan wanprestasi atau melawan hukum, kealpaan dan kelalaian 

nasabah pembiayaan, bank menarik jaminan untuk menutupi kerugian. Oleh 

karena itu, jika hal tersebut benar-benar terjadi tentunya Bank Syariah Indonesia 

harus lebih memperhatikan penyebab terjadinya kerugian. Menyesuaikan 

dengan fungsi jaminan terhadap pembiayaan musyarakah. 

2. Untuk menghindari penyimpangan dikemudian hari bank bisa melakukan 

pendekatan personal/nasabah pembiayaan, meskipun jaminan menjadi tolak 

ukur dalam keseriusan nasabah namun, kesulitan dalam usaha tidak bisa 

dipungkiri. Untuk lebih mengetahui kesulitan dan keterbukaan nasabah salah 

satunya dengan pendekatan personal, sehingga akan lebih mudah mencari solusi 

bersama dalam mengatasinya. Karena setiap nasabah itu mempunyai karakter 

yang berbeda tidak semuanya mempunyai sifat transparan. Walaupun saat ini di 

BSI nasabah yang kesulitan dalam melunasi angsuran mau melaporkan kepada 

bank.  
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